
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Open
 
Penerapan Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam
Putusan Pengadilan = The application of principle of equality of
contract and principle of freedom of contract in court decisions
Teguh Wicaksono Saputra, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20281043&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia memberikan

kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat membuat atau menutup kontrak yang dikehendakinya

secara bebas. Asas kebebasan berkontrak ini memiliki implikasi yang luas dalam aktivitas ekonomi

masyarakat, sehingga apabila asas kebebasan berkontrak ini tidak dibatasi dan diawasi oleh pemerintah serta

diterapkan tanpa mengakomodasi asas keseimbangan, maka akan menimbulkan dampak negatif. Hal

tersebut disebabkan karena meskipun hukum memandang semua orang memiliki kedudukan yang sama,

namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki kedudukan dan/atau kemampuan yang sama seperti

misalnya secara sosiologis, psikologis dan/atau ekonomis. Oleh karena itu kebebasan berkontrak seharusnya

memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengadakan tawar-menawar secara adil. Meskipun tidak

terdapat ketentuan di dalam hukum perjanjian Indonesia yang secara tegas menyebutkan berlakunya asas

keseimbangan di dalam pembuatan dan/atau pelaksanaan suatu Perjanjian, namun pada kenyataannya secara

tidak langsung KUHPerdata Indonesia sesungguhnya telah mengadopsi asas keseimbangan di dalam

ketentuan-ketentuannya. Hal ini membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum

perjanjian Indonesia sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dengan asas keseimbangan.

Pengadopsian asas keseimbangan terlihat dari ketentuan-ketentuan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337

KUHPerdata Indonesia yang secara tidak langsung menghendaki adanya keseimbangan kehendak,

keseimbangan kecakapan, dan keseimbangan informasi di antara para pihak. Selain itu, ditekankannya

'kesepakatan kedua belah pihak', 'pelaksanaan dengan iktikad baik' serta terikatnya suatu Perjanjian dengan

'kepatutan, kebiasaan dan undang-undang' di dalam ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata

Indonesia dan pengaturan 'keadaan memaksa' di dalam ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444 dan

Pasal 1445 KUHPerdata Indonesia juga menunjukkan bahwa ketentuan KUHPerdata Indonesia

sesungguhnya menekankan harus adanya suatu keseimbangan (keadilan) di antara para pihak di dalam

Perjanjian. Perjanjian yang pembuatannya hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak telah

menunjukkan bahwa Perjanjian tersebut berlangsung dalam suasana ketidakseimbangan. Oleh karena itu

sesungguhnya suatu Perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang absolut

sebab bertentangan dengan iktikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sehingga jika pelaksanaan Perjanjian

menurut hurufnya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka demi memulihkan keseimbangan, hakim

mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi Perjanjian menurut hurufnya baik dengan mengadakan

penyesuaian terhadap klausul atau syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian tersebut atau bahkan

membatalkan Perjanjian tersebut. Hal tersebut pun ternyata juga telah diterapkan oleh pengadilan di

Indonesia di dalam beberapa putusannya dalam perkara-perkara yang terkait dengan Perjanjian.

......The open system and the principle of freedom of contract that applied by Indonesian law on contract

gives every person the freedom to draw up and conclude a contract. This principle of freedom of contract

has large implications in the economic activities of the people that consequently if this principle of freedom
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to engage in contract is not restricted and supervised by the government and be applied without

accommodating the principle of equality of contract, negative impacts arising therefrom may be

unavoidable. It is because, even though every person is equal before the law, it is the fact is that people do

not have the same position and competence compared with how they are sociologically, psychologically

and/or economically. Hence, the freedom to engage in contract is supposed to gives people the freedom to

negotiate fairly. While the Indonesian law system lacks the provision that firmly stipulates the applicability

of the principle of equality of contract in the execution and delivery of a contract, the fact is that indirectly,

the Indonesian Civil Code has actually adopted the principle of equality of contract in its articles. This

proves the principle of freedom of contract that applied by the Indonesian law on contract actually has close

relationship to the principle of equality of contract. The adoption of the principle of equality of contract is

reflected in the provisions of Article 1320 until Article 1337 of the Indonesian Civil Code which indirectly

requires equality in intention, equality in competence, and equality in information between the two parties.

Besides with the emphasis on 'consent of both parties', 'performed in good faith' and the binding of an

agreement with 'courteousness, customary and law' in the provisions of Article 1338 and Article 1339 of the

Indonesian Civil Code and also the rule of 'force majeur' in the provisions of Article 1244, Article 1245,

Article 1444 and Article 1445 of the Indonesian Civil Code which at the same time shows that the

Indonesian Civil Code actually emphasize the need of equality (fairness) between the parties in an

agreement. An agreement that made only based on the principle of freedom of contract has shown that such

an agreement goes along with the atmosphere of inequality. Accordingly, an agreement without the basis of

equality does not have an absolute binding effect because it is incompatible with good faith, justice and

courteousness. Consequently, if the implementation of the agreement literally will actually produce

injustice, than the judge has the authority to divert from the literal wording of an agreement by making

adjustments of the clauses or terms and conditions contained therein and even cancel the entire agreement in

order to restore the equality between the parties. It also shows that such practice has been applied by the

court in Indonesia in a number of its decisions on cases relating to agreements.


